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PENGANTAR DIREKTUR PASCASARJANA
JAIN RADEN FATAH PALEMBANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-
dacrah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten
dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan
dacrah kota mempunyai pemerintahan daerah vang diatur dengan
undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan
kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemberian otonomi kepada provinsi, maksudnya agar provinsi
yang merupakan daerah seperti halnya kabupaten atau kota, dapat
mengembangkan daerahnya masing-masing. namun sifat dan kriteria
otonomi yang diberikan kepada daerah provinsi sedikit berbeda dengan
yang diberikan kepada kabupaten/kota. otonomi yang diberikan kepada
provinsi merupakan  kewenangan untuk  menangani  urusan
pemerintahan yang dikelompokkan dalam urusan wajib yang harus
dilaksanakan oleh provinsi dan urusan lainnya yang berskala atau
cakupannya regional serta urusan yang sifatnya lintas kabupaten/kota.

Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, provinsi,
kabupaten dan kota berdasarkan kriteria cksternalitas. akuntabilitas,
ofisiensi dan keserasian hubungan antar strata pemerintahan dan
mendasarkan pada urusan pemerintahan  yang bersifat concurrent,
arlinya urusan pemerintahan yang dikerjakan bersama antar berbagai
{ingkatan pemerintahan dengan semangat kerja sama yang tinggi.

pemberian kewenangan kepada daerah (kabupaten/kota) bersifat
pengakuan yang ditegaskan dengan adanya bab iv: kewenangan daerah,
hamun bab iii UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
yang berjudul pembagian urusan pemerintahan, lebih bersifat
pengaturan daripada pengakuan, meskipun pada Pasal 10 ayal (1)
discbutkan bahwa @ “pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan
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pemerintahan  yang menjadi kewenangannya, Kkecuali urusan
pemerintahan yang oleh uu ini ditentukan menjadi urusan
pemerintahan”; dan ayat (2) menyatakan bahwa : “dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah
menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus
sendiri utusan pemerintahan berdasarkan azas otonomi oleh tugas
pembantuan’.

Bagaimana kewenangan dari pemerintah dacrah perspektif dari
Undang-undang lebih terperinci dengan analisis yang berlandaskan
teoritik, dijelaskan oleh buku yang berjudul “Kewenangan Pemerintah
Daerah Menurut Undang-Undang”™ ini, ditulis seorang dosen yang
berkompeten dalam masalah ini, yaitu Dr. Paisol Buzjlianv
S.Ag,M.Hum, doktor lulusan Hukum Tata Negara Universitas:
Diponegoro Semarang patut dibaca. Mudah-mudahan dapat bermanfaat

bagi pembaca, terutama untuk mahasiswa program pascasarjana IAIN
Raden Fatah Palembang. -

Palembang, November 2013
Direktur,

Prof. Dr. H. Abdullah Idi, M.Ed.

KATA PENGANTAR PENULIS
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8. Tidak terlupakan Isteriku tercinta Dra. Sumiria, anakku yang
tersayang Karina Ayuni Eka Putri dan Siti Nabila Humairah yang
telah memberikan dorongan semangat, do’a yang tak putus-putus
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10. Dosenku Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang,
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dan Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Palembang
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11. Berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Sekecil
apapun bantuan yang diberikan semoga menjadi amal shaleh dan
mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah Tuhan Yang Maha
Esa, teriring do'a jazakumullah ahsanal Jaza wa jazakumullah
khairan katsira.

Akhirnya tak ada gading yang tak retak, olech sebab ity penulis
menyadari bahwa penulisan buku ini masih Jjauh dari sempurna, karena
memang tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanya
milik Allah Yang Maha Esa. Oleh karena itu dengan segala kerendahan

hati, penulis mengharapkan masukan dan saran untuk perbaikan buku
ini menjadi karya yang lebih sempurna lagi.

Palembang, Januari 2014
Penulis,

Paisol Burlian
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| | PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia
menganut - paham  demokrasi,  sehinggga  semua
kewenangan adalah dimiliki oleh rakyat. Negara Indonesia

v besar dan luas dari segi georafis serta terdiri dari beribu-ribu

puli yang dibatasi dengan laut, akan tidak mungkin dapat

welebksnnnkan demokrasi secara terpusat.Oleh karena itu Pasal 18,

Pasnl IMA. Pasall8B Undang-Undang Dasar Negara Republik

Iedonestn Tahun 1945 mengatur pemerintahan daerah.

Nebupai konsekwensi yuridis konstitusional', maka dibentuklah
pemwrintahon dacrah yang diatur dengan peraturan perundang-
widuigan, Keberadaan pemerintah daerah secara konstitusional,
Al wiliyah Negara Kesatuan Republik indonesia dibagi atas

cinerintahan

S lesntuan Republik Indonesia (NKRI) didirikan oleh para pendiri negara, the
Soundinn fhers widih dilengkapi dengan hukum dasar. Hukum dasar yang dimaksud adalah
Wl bonstitstonal (norma dasar)  yang dijadikan landasan untuk mengatur kehidupan
Sl dan bemegara. Hukum dasar itu ada yang tertulis dan ada pula yang tidak tertulis.
L et vane dijadikan hukum dasar penvelenggaraan kehidupan berbangsa dan bemegara
Al il nepoa secara eksplisit dijelaskan di dalam Pembukaan UUD 1945, Begitu
Sl nonm dasar tersebut sehingga UUD 1945 mempunyai kedudukan yang sangat
Wt sebigat sumber hukum, Ketentuan HAM sudah diletakkan secara normatif di dalam
bk s LI 1945, dan secara rinci dijabarkan di dalam pasal 28 A sampai dengan ).
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daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten
dan k(.)ta, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai
pemerintahan daerah serta bentuk susunan pemerintahannya diatur
dengan undang-undang.

Pe'merintahan negara membagi-bagi pemerintahan menjadi
pemf‘:rmtah daerah, yang bertujuan mempercepat dalam nwwuiutikan
kese_]ah.teraan bagi masyarakat dalam ikatan Negara Késatuan
Republik Indonesia Negara Republik Indonesia sebagai negara
kcsalu.an menganut asas desentralisasi dalam penye?enuaa&mn
pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan kele];asaa11
kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah.”

Desentralisasi  merupakan penyerahan segala urusan,baik
pengaturan dalam pembuatan peraturan peru11<iang—
undangan,maupun penyelenggaraan pemerintah dari peierintah
pusat kepada pemerintah daerah untuk selanjutnya menjadi urusan
I’llll'ﬂa.h tangga sendiri. Desentralisasi pemerintahan yang be]aksanaan
d?wujudkan dengan pemberian otonomi kepada daerah-daerah
didalam meningkatkan daerah-daerah mencapai daya guna dan hasﬁ
guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan
terhz.tdf;lp masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Dengan
dcn‘nklan daerah perlu diberikan wewenang untuk melaksanz;kan
berbagai l.irusan pe.njlermtahan sebagai urusan rumah tangganya
serta sekaligus memiliki pendapatan daerah.’ ’

Konsep Negara Indonesia seperti dalam Pasal 18 Undang-
Undang. Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelaksanaan
otonomi memiliki prinsip demokrasi, otonomi luas dan kewenangan
yang luas, keadilan, pembagian kekuasaan, pengaturan kewenangan
dan penghormatan atas hak-hak asli. Dengan demikian itL:

2
“Deddy Supriady Br 3
y y Bratakusumah dan Dadang Solihi ]
o Bral : B » Solihin,2002, Orenomi Penyele X
Pemerintahan Daerah PT Gramedia Pustaka Utama,Jakarta, hal.l SRR

4
Inu Kencana Syafei, 2002, Sistem Pemeril ia. Ri
e yater, , Sistem Pemerintahan Indonesia, Rincka Cipta, Jakarta, hal.

"

merupakan salah satu dari asas-asas penyelenggaraan pemerintahan
pegara yang menekankan adanya pemberian kewenangan oleh
nepara kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan
musyarakat sctempat.4

Menurut pendapat Jimly Asshiddigie® penyelenggaraan otonomi
dnerah menekankan prinsi-prinsip demokrasi,
peningkatan  peran  serta masyarakat, dan pemerataan keadilan
denpan memperhitungkan berbagai aspek yang berkenaan dengan
potensi dan keanekaragaman antar daerah. Dalam arti bahwa dalam
penyelenggaraan kebijakan otonomi daerah. menyangkut pengalihan
kewenangan dari pemerintahan ke kemasyarakat, yang diharapkan
dapat tumbuh dan berkembang keprakarsaan dan kemandiriannya
dalam iklim demokrasi dewasa ini.

Demokrasi dan desentralisasi merupakan dua kosep yang
berbeda, namun tidak saling meniadakan. Pelaksanaan kehidupan
demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dimaknai

pentingnya

yebagai  penyerapan aspirasi masyarakat, partisipasi masyarakat
dalam  menentukan  kebijakan daerah untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat daerah.Sedangkan desentralisasi
pemerintahan memberikan kewenangan bagi masyarakat daerah
dalam berperan untuk kemandirian dan kebebasan dengan tetap
berada pada sistem Negara esatuan Republik Indonesia.
Pemerintah menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah
untuk mengatur dan mengurus sendiri dalam negara kesatuan.
Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada
pemerintah  daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, maka demokrasi merupakan sarana dari pada

‘Ade Saptono, 2010, Hukum dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantarda.

11" Grasindo, Jakarta, hal 1.
“Jimly Asshiddigie,2010, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika,

Jakarta, hal 224 (selanjutnya Jimly Asshiddigie 1}
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desentralisasi  didalam mencapai  tujuan untuk  kesejahteraan
masyarakat, partisipasi rakyat, akuntabilitas dan transparansi.
Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintah daerah merupakan fungsi dari kepala daerah
melaksanakn tugas dan wewenang. Kepala Daerah merupakan
kepala pemerintahan memiliki fungsi dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah berdasarkan dengan prinsip-prinsip demokrasi.
Menurut penjelasan Pasal 27 huruf d Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami
perubahan dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 lentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah,menyebutkan bahwa kepala daerah
dalam  melaksanakan

dalam

tugas dan  wewenang berkewajiban
melaksanakan kehidupan demokrasi yang merupakan fungsi kepala
daerah  untuk menyerapan  aspirasi masyarakat, peningkatan
partisipasi serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Kepala
Daerah  dalam  melaksanakan kehidupan  demokrasi
penyelenggara pemerintah daerah bermakna kabur.
Demokrasi dalam istilah politik pada Pasal 27 Ayat (1) huruf d
menjadi norma yang kabur atau tidak Jelas (vague norman), karena
tidak jelas ukurannya penyerapan aspirasi, peningkatan partisipasi
serta. menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Masyarakat yang
dimaksud masyarakat yang terwakili dalam lembaga legisiatif,
kelompok masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Swadaya
Masyarakat, Organisasi Masyarakat (Ormas) atau organisasi non
pemerintah, masyarakat petani, pengusaha atau rakyat jelata dan lain
sebagainya masih adanya ketidakjelasan makna. Sedangkan
demokrasi didefinisikan pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan

untuk rakyat,

sebagai

Kepala Daerah

penyelenggara pemerintah  daerah yang
demokratis dengan menggunakan prinsip desentralisasi, maka kepala

il

dacrah otonom bukan perpanjangan pemerintahan pusat, tetapi
menjadi pemimpin rakyat di daerah yang berkewajiban untuk
menyelenggarakan pemerintahan daerah yang sesuai dengan prinsip-
prinsip demokrasi, berdasarkan peran serta dan partisipasi rakyat
sccara aktif. Pemerintahan daerah menurut prinsip-prinsip demokrasi
berdasarkan prinsip-prinsip  akuntabilitas,
(ransparansi, berdasarkan hukum dan partisipasi rakyat.
vang
pertanggungjawaban yakni dapat mempertanggungjawabkan segalé
kegiatan  tindakan  pemerintahan  kepada  rakyat  di
dacrah.Transparansi diartikan pemerintahan daerah dapat secara
ferbuka bagi rakyat didalam memproleh informasi dari setiap
kegiatan tindakan pemerintahan daerah, sedangkan berdasarkan
hukum diartikan penyelenggaraan daerah yang
demokratis sesuai dengan norma-norma yang telah disepakati yang
didasarkan kepada akal sehat dan pengalaman serta partisipasi
dimaksudkan yaitu menerima masukan atau pertimbangan dari
rakyat di daerah yang bersangkutan.

Dengan prinsip otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah
memberikan kewenangan bagi pemerintahan daerah untuk mengatur
dan mengurus rumah tangga daerah secara berdayaguna dan berhasil

disclenggarakan

Pemerintahan  daerah sesuai dengan  prinsip

pemerintahan

puna sesuai harapan rakyat di daerah Desentralisasi pemerintah
kepada pemerintah daerah menjadikan ketergantungan bagi daerah-
dacrah.  Ketergantungan — daerah-dacrah  menyangkut tentang
legitimasi kekuasaan pemerintah, tetapi legitimasi kekuasaan vang
meliputi keabsahan secara moral dan politis dari pemerintah untuk
berkuasa sehingga dapat menimbulkan kepatuhan daerah-daerah.
Bila daerah tidak diberikan untuk mengatur dan mengurus sendiri
dacrahnya, maka akan menimbulkan gejolak politik bahkan dapat

mengarah kepada disintegrasi bangsa.



Dengan memberikan otonomi daerah melalui desentralisasi
merupakan wujud dari pemberian harapan kepada daerah dari
kelompok  yang berkuasa pada elit kekuasaan pada pemerintah,
sehingga  kelemahan  dari legitimasi  politis  dari  pemerintah
merupakan suatu fenomena dapat ditiadakan.

Legttimasi politis yang berkaitan dengan kekuasaan pemerintah
menurut Franz Magnis Suseno” dipandang sebagai legitimasi subyek
kekuasaan,  Legitimast subyek  kekuasaan  dalam  kontek  dasar
wewenang  sescorang  atau sckelompok  orang  untuk  membuat
undang-undang dan peraturan  bagi masyarakat dan memegang
kekuasaan negara, Dalam kontek demokrasi, yang dimaksudkan
legitimasi politis adalah legitimasi demokratis yang berdasarkan
prinsip kedaulatan rakyat.

Berdasarkan pendapat yang dikemukan oleh Franz Magnis
Suseno mengenai legitimasi kekuasaan seperti tersebut diatas, maka
vang dimaksud dengan legitimasi politis dalam Buku ini adalah
legitimasi  demokratis yakni keabsahan didalam melakukan
kekuasaan pemerintahan daerah didasarkan atas kedaulatan rakyat
dalam sistem demokrasi,

Legitimasi kekuasaan pemerintah sangatlah lemah pada saat
transisi pemerintahan dari pemerintahan  Orde Barﬁ kepada
pemerintahan Reformasi, maka untuk memperkuat posisi pemerintah
terhadap daerah-daerah dikeluarkan berbagai peraturan perundang-
undangan yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22
tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahian di Daerah. Menurut pendapat Sudono Syueb’ prinsip
otonomi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, adalah
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s h{;l'“[ ‘M.tgm‘ﬁ Suseno,1987, Erika Politik Prinsip — prinsip Moral Dasar Kenegaraan
Mo u{ | I {n.|‘nw.1.:1. Jakarta, llml 5_"\. (selanjutnya disebut Franz Magnis Suseno 1)

s udono §yuch,. 2008, Dinamika Hukum Pemerintahan Daeral Sejuk Kemerdekaan
sampai Era Reformasi, Laksbang Mediatama, Surabaya, hal 56
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olonomi yang nyata dan bertanggung jawab, dan bukan otonomi riil
dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok
I’emerintahan Daerah.

Prinsip hak otonomi yang riil didasarkan pada kebutuhan dan
kemampuan yang nyata pada pemerintah daerah. Penyelenggaraan
pemerintahan  daerah melalui penggabungan asas desentralisasi,
dckonsentralisasi dan tugas pembantuan menjadikan essensi otonomi
dnerah semakin kabur dan tidak jelas, schingga menimbulkan
kerancuan dalam tataranpraktik di daerah.

Pemerintaban saat itu lebih mengedepankan pelaksaaan
dekonsentrasi. Hal ini terlihat dari pengaturan kewenangan untuk
menentukan kepala daerah ada pada pemerintah pusat. Dalam era
pasca reformasi diadakan penyempurnaan kembali dibidang
penatalaksanaan pemerintahan daerah, dengan dikeluarkan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah. Namun dalam implementasinya terjadi
hanyak permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
vaitu dimasukkan prinsip liberal yang mengarah pada kemunculan
daerah-daerah akan menjadi negara federal, serta parlementarian
dengan  memberikan kewenangan kuat untuk memberhentikan
kepala daerah dengan cara menolak Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ}.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai perkembangan
ketatanegaraan dalam pemerintahan dan tuntutan penyelenggaraan
otonomi daerah, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 32
Talun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran R.I Nomor 4437),
secbagaimana telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah , yang
diundangkan pada tanggal 28 April 2008 , [Lembaran Negara Tahun



2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844
(selanjutnya dalam tesis ini disebut Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi
dan tugas pembantuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat
melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta
masyaraka(, peningkatan daya saing daerah, efisiensi, efektivitas,
keanekaragaman daerah. dalam penyelenggaraan otonomi daerah
sesual dengan prinsip demokrasi dalam sistem penyelenggaraan
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan
dengan asas-asas,yakni asas desentralisasi adalah penyerahan
wewenang pemerintahan oleh pemerintah oleh pemerintah kepada
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas
dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh
pemerintahan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau
kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Asas tugas pembantuan
adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari
pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan atau desa serta dari
pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas
tertentu. Asas desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan
pemerintah  kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan
mengurus dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ,dan asas
dekonsentrasi merupakan pelimpahan kewenangan dalam bidang
penetapan  strategi kebijakan dalam pencapaian tujuan progam
kegiatan kepada gubernur dan instansi vertikal daerah sedangkan
tugas pembantuan merupakan tugas dari instansi tingkat atas kepada
instansi bawahan yang ada di daerah sesuai kebijakan yang
ditetapkan oleh instansi yang memberikan penugasan dan

dipertanggungjawabkan  kepada  instansi  yang memberikan
|wnugasan.8 . .
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
l'ahun 1945 pada Pasal 18 Ayat (2), disebutkan: ”Pemerintahan
daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur d'an mengurus
sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonom dan tugas
pembantuan’. |
Dekonsentrasi tidak diatur dalam penyelenggaraan pemerintahan
dacrah, karena sebagai bagian penyelenggraaan pemerintahaﬂn pusat
melekat kewenangan pemerintahan pusat. Gubernur sebagai kepala
dacrah provinsi yang menjadi wakil pemerintahan pu'sat di daerah
menerima sebagian pelimpahan kewenangan pemerintahan pusat
dalam melaksanakan pemerintahan berdasarkan dekonsentrasi.
Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor. 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa , sctiap um_san
penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat concurent ‘senantlasa
ada bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, a?da
hagian urusan yang diserahkan kepada provinsi, dan ada .baglan
urusan yang diserahkan kepada kabupaten/kota. Untuk mgwu;,udkan
pembagian kewenangan yang cencirent sccara proporsional antar
pemerintahan, daerah provinsi, daerah kabupaten dan kf:).ta maka
disusunlah kreteria yang meliputi: ; eksternalitas, akuntabilitas, dan
cfisiensi  dengan  mempertimbangkan  kescrasian hubungan
pengelolaan urusan pemerintahan antar tingkat pe%neri}ltallan.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dsbag1l berdasarkan
kreteria  eksternalitas,  akuntabilitas dan  efisien  dengan
memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pen}erintahan.
Kreteria eksternalitas adalah pendekatan dalam pembagian urusan

. ) 2 :
pemerintahan  dengan mempertimbangkan dampak/akibat yang

fSigwanto Sunamo,2008, Hukum Pemerintahan Daerai di Indonesia, PT.Sinar Gralik
lakarta, hal 8.
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ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut.
Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan
pemerintahan tersebut menjadi kewenangan kabupaten/kota, apabila
regional menjadi kewenangan provinsi, dan apabila nasional manjadi
kewenangan  pemerintah.Lebih  lanjut  disebutkan  kreteria
akuntabilitas  adalah pendekatan dalam pembagian urusan
pemerintahan dengan pertimbangan bahwa tingkat pemerintahan
yang menangani sesuatu bagian urusan adalah tingkat pemerintahan
yang lebih langsung/dekat dengan dampak/akibat dari urusan yang
ditangani tersebut. Dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan
bagian urusan pemerintahan tersebut kepada masyarakat akan lebih
terjamin,

Sedangkan kreteria efisiensi adalah pendekatan dalam
pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan
tersedianya sumber daya (personil, dana, dan peralatan) untuk
mendapatkan ketetapan, kepastian , dan kecepatan hasil yang harus
dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan. Artinya apabila suatu
bagian urusan dalam penanganannya dipastikan akan lebih berdaya
guna dan berhasil guna dilaksanakan oleh daerah provinsi dan/atau
daerah  kabupaten/kota dibandingkan apabila ditangani oleh
pemerintah maka bagian urusan tersebut diserahkan kepada daerah
provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota. Sebaliknya apabila suatu
bagian urusan akan lebih berdaya guna dan berhasil guna bila
ditangani oleh pemerintah maka urusan tersebut ditangani
pemerintah.

Untuk itu pembagian bagian urusan harus disesuaikan dengan
memperhatikan ruang lingkup wilayah beroperasinya bagian urusan
pemerintahan tersebut. Ukuran daya guna dan hasil guna tersebut
dilihat dari besarnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat besar
kecilnya resiko yang dihadapi. Sedangkan yang dimaksud dengan
keserasian hubungan yakni bahwa pengelolaan bagian urusan

] e

pemerintahan yang dikerjakan oleh tingkat pemerintahan yang
berbeda,  bersifat  saling  berhubungan  (interkoneksi), saling
{erpantung  (interdepensi), dan saling mendukung sebagai satu
lesatuan sistem dengan memperhatikan cakupan kemanfaatan.

Pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan prinsip
lubungan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, yakni
pelaksanaan prinsip otonomi daerah. Otonomi daerah dimaksudkan
pdalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur - dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan
kepentingan  masyarakal — setempat  sesuai  dengan  peraturan
perundang-undangan.  Hakekat —dari  otonomi daerah adalah
l.chebasan dan kemandirian dalam hal mengatur dan mengurus yang
merupakan urusan rumah tangga satuan pemerintahan daerah.
l.cbebasan dan kemandirian dalam otonomi daerah bukan berarti
kemerdekaan, tetapi merupakan ikatan kesatuan yang tidak
(erpisahkan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara Kesatuan Republik dengan  sistem
desentralisasi , memiliki susunan organisasi Negara Republik
Indonesia terdiri dari dua susunan utama yaitu susunan organisasi
nepara tingkat pusat dan tingkat daerah. Susunan organisasi tingkat
dacrah  terbatas pada susunan penyelenggaraan pemerintah
(¢ksekutif) dan unsur-unsur pengaturan (regulerer) dalam rangka
menyelenggarakan pemerintahan.

Sebagai konsekwensi sistem desentralisasi tidak semua urusan
pemerintahan diselenggarakan sendiri oleh pemerintah pusat. Urusan
pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi urusan rumah
tungga daerah. Terhadap urusan pemerintahan yang diserahkan itu,
dacrah mempunyai kebebasan (vrijheid) untuk mengatur dan
mengurus sendiri dengan pengawasan dari pemerintah pusat atau
satuan pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya daerah yang

Indonesia
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bersangkutan. Dengan tetap adanya pengawasan, kebebasan itu tidak
mengandung arti adanya kemerdekaan (onafhankelijk).”

Pembagian  kewenangan  antara pemerintahan  dengan
pemerintahan daerah didasarkan atas pertimbangan rasionalitas dan
efisiensi dengan dilandasi keyakinan demi kepentingan daerah |,
maka hal hasil akan lebih baik, apabila dilaksanakan oleh daerah
sendiri bila dibandingkan pemerintah. Kewenangan daerah yang
telah dirinci secara normatif dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, yang kemudian akan diatur lebih lanjut dalam kebijakan
pemerintahan  daerah.  Dengan  demikian penyelenggaraan
pemerintahan desentralisasi bertujuan untuk meringankan beban
pemerintah, sehingga bagi kepala daerah merupakan pusat pelaksana
utama penyelenggaraan pererintahan daerah yang demokratis dalam
kerangka otonomi daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat di
daerah.

Sesuai  dengan otonomi

prinsip scluas-luasnya  dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pemerintahan daerah
diberikan kekebasan dan kemandirian untuk mengurus rumah
tangganya sendiri. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah
daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah adalah
Gubernur, Bupati atau Walikota yang masing-masing berkedudukan
sebagai kepala daerah dan perangkat pemerintah daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pasal 120 Ayat (1) dan

(2) menyebutkan bahwa, perangkat pemerintah daerah provinsi

”Phi]ipus M. Hadjon, dkk, 2005, Pengantar Hukum Adminsitrasi Indonesia (Introduction
to the Indonesian Adminstrative Law), Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 79-80.
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terdiri dari; sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat
dacrah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah, dan kabupaten /
kota terdiri atas; secretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan
rulkyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan; dan
kelurahan,

[Kebijakan otonomi dalam bidang pemerintah daerah merupakan
luntutan dan reaksi pembaruan semakin meluas dari masyarakat.
I'enyelenggaraan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan
.n-.|:i‘msi dan kepentingan daerah dengan mempertimbangkan segala
polensi, keanekaragaman daerah. Namun dalam perkembangannya
hubungan pemerintah  dengan pemerintah daerah terdapat
leccendrungan hubungan yang  bersifat sentralistik. Pemerintah
mclimpahkan  sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur
selaku wakil pemerintah; atau menugaskan sebagian kepada
pemerintahan daerah/atau pemerintah desa berdasarkan asas tugas
pembantuan. Ketidakadanya kepastian hukum yang mengatur dalam
urusan itu, sehingga menimbulkan efek apatis dari pemerintah
dacrah. Sehingga diperlukan adanya pelaksanaan supremacy hukum
didalam penyelenggaraan pemerintah dengan membuat ketentuan
peraturan perundangundangan oleh pemerintali sebagai pemegang
pemerintahan tingkat pusat, )

Urusan vang menjadi kewenangan daerah meliputi urusan wajib
dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan
pemerintahan  vang  berkaitan dengan pelayanan dasar .se.pem
pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal,
prasarana lingkungan dasar, sedangkan urusan pemerintahan yang
hersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan
dacrah.  Dalam  hubungan kepala daerah  melaksanakan
penyelenggaraan  pemerintahan  negara  memiliki  dua  fungsi
pemerintahan. Pertama; yaitu sebagai kepala daerah otonom yang
memimpin  penyelenggaraan dan  bertanggungjawab sepenuhnya

il



tentang jalannya pemerintahan daerah. Kedua ; sebagai kepala
wilayah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan
umum yang menjadi tugas pemerintahan pusat di daerah.

Dengan  kedua tersebut kepala daerah, harus
mengamankan juga program-program pemerintah di daerah,
sehingga dalam pengangkatan kepala daerah dikonsultasikan kepada
pemerintah  pusat untuk menentukan siapa yang pantas dan
memenuhi syarat sebagai Kepala Daerah.'” Dalam tesis ini akan
dilakukan penelitian bagi kepala daerah provinsi, kabupaten dan
kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah sesuai
dengan asas otonomi daerah dan prinsip-prinsip demokrasi.

fungsi

" Sudono Syueb, Op.Cit. hal 58,
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TEORI- TEOR!
|| | TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAE DAERA

B oo ofe ofe oo o of

alam membahas dan memecahkan masalah yang telah

dirumuskan dalam buku ini, dipaparkan beberapa teori

sebagai landasan dari kewenangan Pemerintah daerah
mieliputic teori Desentralisasi, teori Demokrasi, teori Partisipasi, teori
[Lewenangan dan teort Fungsi.

11 Teori Desentralisasi

Sccara etimologi istilah desentralisasi berasal dari bahasa Latin,
vaitn "de” berarti lepas dan cemtrum berarti pusat. Jadi menurut
perkataan berasal dari desentralisasi adalah melepaskan dari pusat.'’

Desentralisasi dalam arti self govemment menurut Smith dalam
I lirul Muluk'? berkaitan dengan adanya subsidi teritori yang
memiliki self government melalui lembaga politik yang akan
direkrut secara demokratis sesuai dengan batas yuridiksinya. Hal ini
dimmnksudkan bahwa dalam pemilihan anggota dewan perwakilan

THoanda, 2004, Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangain
Wit DPRD dan Kepala Daerah, PT Alumni Bandung, hal. 117.
Sinith L dalam Khairal Muluk, 2005, Desentrafisasi dan Pemerintahan Daerah
Haviedn Publishing, Malang. hal. 8
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